
SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR    6    TAHUN2025

TENTANG

PEMBERIAN FASILITASI PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
BAGI PENERIMA BANTUAN RUMAII SWADAYA DAN MASYARAKAT

BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  MIMIRA,

Menimbang   : a.     bahwa Pemerintah  Daerah berkewajiban untuk mewujudkan
penyelenggaraan   bangunan   yang   memenuhi   persyaratan
adrninistratif  maupun  teknis  guna  mewujudkan  bangunan
yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kenyamanan,
dan kemudahan penggunaan serta serasi dan selaras dengan
pembangunan daerah;

b. bahwa pemenuhan tempat tinggal untuk masyarakat dengan
kebutuhan   khusus   disediakan   oleh   Pemerintah   melalui
pembangLman rumah khusus;

€,     bahwa  dalam  rangka  pemenuhan  hak  fakir  miskin  dalam
memperoleh  perumahan  yang  layak  dan  lingkungan  hidup
yang sehat,  perlu  memberikan  bantuan  sosial  kepada  fckir
miskin melalui kegiatan bantuan rumah swadaya;

a.     bahwa  dalan  fan9ka  ffiendukufig  keter-tibari  peffibang-dnan
rumah  dengan  kebutuhan  rumah  swadaya,  perlu  diberikan
kemudahan dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;

e.     bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam  huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian    Fasilitasi    Penerbitan    Persetujuan    Bangunan
Gedung    Bagi    Rumah    Tinggal    Penerima Bantuan Rumah
Swadaya;
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Mengingat     : 1.     Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan
Propinsi   lrian   Jaya   TeHgdr,   fr©pinsi   lrian   Jaya   Bafat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya dan Kota
Sorong  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1999
Nomor  173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3894);

2.     Undang-Undang   Nomor   21   Tahun   2001   tentang   Otonomi
Khusus  Bagi  Kabupaten  Papua  (Lembaran  Negara  Republik
lndorle§ia  Tahun   2001   NorIEor   135,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4151)  sebagaimana  telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor   21    Tahun   2001    tentang   Otonomi   Khusus   Bagi
Kabupaten Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
155,    TaHbahafl    Lgffibarall    Negara    R-epubHk    IHde}Hesia
Nomor 6697);

3.     Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan
Gedung  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002
Nomor 134, Tambahan Lenbararl Nqgara Republik Indonesia
Nomor  4247)   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-
Undang Nomor  6  Tahun  2023  tentang Penetapan  PeraturaEi
Peffierintah Penggatitti Undarig- Ufidang Nomor 2 Tahtin 2022
tentag Cipta Keri,a menj.adi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan
Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 6856);

4.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturaii  Perundaflg-ufidangan  (Leffibaran  Negara  Republik
I_n`d.on_esi_a_ Tab_u_n_ 2_Q 1_ i NQm_Qr 82, Tan_bahap_ Len_baron NQgara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan -u-ndang--U-ndang N~omor 13 Tahun
2022  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor  143; Tamhahan Lembaran Negara Rep.ublik Indonesia
Nomor 6801);

5.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambalan Lenbaran Nqgara Repubrik Indonesia
Nomor   5587)   sebagaimana  beberapa  kali   diubah   terakhir
dengan   Undang-Un-clang   Nomor    6-   Tahun   2023    tentang
Pefietapafi  Pefat-uran  Peffierifitah  Eengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang Cipta  Kerja  menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  4i,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  indonesia
Nomor 685.6};
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6.     Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahan 2`022 Nomor 58, Tambahan Lenbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804);

7.     Peraturan   Pemerintah   Nomor    16   Tahunh   2021   tentang
Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002
terltang   Bafigunan   Gedung   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan I+embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628);

8.     Peraturari  Menteri Pekeq.aan Umum  dan  Perumahan  Rakyat
Nomor     1     Tahun     2021     tentang     Kriteria     Masyarakat
Be.rpenghasilan     Re.ndah     dan     Persyaratan     Ke.mudahan
Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);

9.     Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika Nomor  8  Tahun  2012
tentang  Bangunan  Gedung  (Lembarari   Daerah  Kabupaten
Mimika Tahun 20.12 NQmor 8};

10.   PeFaturafi  DaeraH  Kabupatefi  Miffiika  Nofficir  4  TafiuH  2`023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 4);

Menetapkan

MEMUTUSEN :

PERATURAN   BUPATI   TENTANG   PEMBERIAN   KEMUDAHAN
PENERBITAN    PERSETUJUAN    BANGUNAN    GEDUNG    BAGI
RUMAH TfN-GGAL PENEEEIMA BANIUAN RUM-AH SW-ADAYA DAN
MASYARAKAT BERPENGHASIIAN RENDAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Mimika;

2.     Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagai    unsur    penyelenggara
Pemerintahan  Daerah yang memimpin  pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom;

3`t      B..up`ati adaleh B.up`ati Mimika.`

4.     Bangunan  gedung  adalah  wujud  fisik  hasil  pekeljaan  konstruksi  yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan  keagamaan,  kegiatan  usaha,  kegiatan  sosial,  budaya,  maupun
kegiatan khusus.
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5.     Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka
pemberian iziH kepada ©rang pribadi atau Badan yang dimakrsudkan untuk
pembinaan,   pengaturan,   pengendalian   dan   pengawasan   atas   kegiatan,
pemanfaatan   ruang,   serta   penggunaan   sumber   daya   alam,   barang,
prasarana,  sarana,  atau  fasilitas  tertentu  guna  melindungi  kepentingan
umum dan menjga kelestarian lingkungan.

6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai hunian atau tempat
tinggal manusia.

7.     Bantuan Rumah  Swadaya adalah  bantuan  keuangan yang diberikan  oleh
Pemerintah±    Dae.rah.   yang    Heru.ntu.kkan~ve.    untu`k    re.n`Q.vast    mja.upu.n.
pembangunan baru Rumah Tidak Layak Huni dengari dana yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Negara,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Provinsi,  atau
hibah   melalui   Coxporote   Sosjaz  Responsjbjzzty  lembaga/perusahaan   non
Pemerintah   agar   menjadi   rumah   yang   memenuhi   standar   kesehatan,
keamanan, dan sosial.

8.     Persetujuan  Bangunan  Gedung  yang  selanjutnya  disingkat  PEG  adalah
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk bangunan
gedung fungsi  khusus  oieh Pemerintah kepada pemilik bangunan  gedung
untuk  membangLm  baru,  mengubah,  memperluas,  mengurangi,  dan/atau
merawat  bangunan  gedung  sesuai  dengan  persyaratan  administratif dan
persyaratan teknis yang berlaku.

9.     Pemohon adalah penerima Bantuan Rumah Swadaya dan atau Masyarakat
Berpenghasilan   Rendah   untuk   mengajukan   permohonan   PEG   kepada
Pemerintah Daerah.

10.   Fasilitator adalah pegawai pada Dinas Pekeljaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten  Minika  yang  bertugas  memfasilitasi  pemohon  dalam  proses
permohonan PBG melalui aplikasi SIMBG.

11.   Penerima Bantuan Rumah Swadaya adalah orang yang menerima  Bantuan
Rumah   Swadaya  terhitung  mulai  tahun  anggaran  2025  hingga  tahun
arigg-arari 2029 dari ditetapkaii dengan Keputusan Bupati.

12.   Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkata MBR adalah
masyrakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

13,;   Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah
masyarakat   yang   mempunyai   keterbatasan   daya   beli   sehingga   perlu
mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
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BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalaln Peraturan Bupati ini adalah :
1.     Fasilitasi penerbitan PBG.
2.     Pembebasan Retribusi PEG bagi Rumah Thggal Penerima Bantuan Rumah

Swadaya, Masyarakat Tidak Mampu dan atau MBR.

BAB Ill
FASILITASI PENERBITAN PERSRTUJAUN a_ANGUNAN GE.DUNG

Pasal 3

(1)    Pemberian fasilitasi Penerbitan PEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat  (1)  adalah  Bagi  Rumah Tinggal Penerima Bantuan  Rumah  Swadaya,
Masyarakat   Tidak    Mampu    dan/atau    MBR    dengan    maksud    untuk
mewujudkan ketertiban dan keandalan bangunan sehingga bangunan yang
didirikan   dapat   menjamin   keamanan,    kesehatan,    kenyamanan   dan
kemudahan penggunaannya.

(2)    Pemberian fasilitasi Penerbitan PEG bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan
Rumah Swadaya, Masyarakat Tidak Mampu dan atau MBR bertujuan untuk
memberikan kemudahan bagi Pemohon dalam memperoleh PEG.

BAB IV
BENTUK FASILITASI PENERBITAN PEG

Bagian Kesatu
Eler±tuk Fasilitasi

Pasal 4

(1)    Bupati  memberikan  fasilitasi  penerbitan  PEG  kepada  Penerima  Bantuan
Rumah Swadaya, Masyarakat Tidak Mampun dan atau MBR.

(2)    Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.   Pembebasan retribusi PBG;dan
b.   Kemudahan penerbitan PBG.
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Bagian Kedua
P€mbebasan Rct-ribusi P`-BG

Pasal 5

(1)    Bupati memberikan pembebasan retribusi PBG kepada pemohon.

(2j    Pembebasan  retribusi  RIG  dilaksanakan  dengan  mengintegrasikannya  ke
dalam aplikasi SIMBG.

Bagian Ketiga
K£.mi±dadean. Pe.nerfaitan PeEised=i:t±a±± Bar±gt±r±a±± Ge`dt±ng

Pasal 6

(1)    PBG diajukan oleh pemohon dengan difasilitasi oleh Fasilitator kepada Bupati
melalui aplikasi SIMBG.

(2)    Persyaratan  pengajuan  permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
meliputi :
a.   Fotocopy KTP/identitas diri pemohon yang sah;
b.   Fotocopy    sertifikat    tanah/tanda    bukti    kepemilikan    (penguasaan)

tanah/kutipan letter C dari Pemerintah Kalurahan;
c.   Dokumen     Keterangan     Rencana     Kabupaten/Kesesuaian     Kegiatan

Pemanfaatan  Ruang  dari  Dinas  Pekeljaan  Umum  dan  Tata  Ruang
Kabupaten Mimika;

d.   Data Fasifitator-BaHtuan Rumah swadaya;-
e.    S€tepzcLn dan situasi,.
f.    surat pemyataan yarig meliputi :

1.     kerelaan dari pemilik tanah dengan pemohon PBG bermeterai yang
diketahui Lurah dan Distrik apabila rumah pemohon dibangun
bukan di atas tanah sendiri;

2.   kesanggupan untuk dibongkar apabila tidak sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.   bangunan tidak berdiri di atas alas hak tanah pertanian; dan/atau
4.   kesanggupan menbuat resapan air-hujan.

9.   gambar arsitektur (tipikal) :
1.    denah;
2.   tampak depan;
3.   tanpak belakang;
4.   tanpak kanan;
5.   tampak kiri;
6.   potongan memanjang; dan
7.   potongan melintang;

__    .   _      __   1J'h__
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h.   gambar struktur (tipikal) yang meliputi
1.   reHcaria (f]oridasi, sZ'c7oj; kolom, balok-dan atap);-Gall
2.   detail (pondasi, sZooj kolom, balok dan atap).
Gambar Mekanikal Elektrikal Phamb£7tg (tipikal) yang meliputi
1.   rencana instalasi listrik;
2.   rencana sanitasi air bersih;
3.   rencana sanitasi air kotor; dan
4.   rencana dan detail sumur resapan dan septic funk.

(3)    Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf i
dibuat berdasar`kan kesesuaian tata guna lahan dan/ atau renc.aha detil tata
ruang kawasan.

(4)    F`ormat surat permohonan, pemyataan, dan gambar sebagaimana dimaksud
pada ayat  (2)   tercantum  dalam  Lampiran yang tidak terpisahkan  dengan
Peraturan Bupati ini.

(5)    Tahapan   Pengajuan   Pemohon   difasilitasi   oleh   Fasilitator   sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui tahap:
a.   pengisian data dan penyampaian informasi;`
b.   pemeriksaan administrasi persyaratan permohonan pendaftaran PEG;
c.   konsultasi perencanaan;
d.   retribusi PBG; dan
e.    penerbitan PBG.

(6)    Pengisian data dan penyalnpaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf a berupa :
a.   data pribadi pemilik;
b.   data bangunan gedung; dan
c.   persyaratan pengajuan permohonan PBG;

Pasal 7

Dzalam   hal   permCih.oman   P-BG   s€'bagaim.ana   dimaksud   d,al.am   P-as`al   6   tel.ah
lengkap dan benar, PEG diterbitkan melalui aplikasi SIMBG.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaks.anaan pemberian pelnbesan Retribusi PEG merigact] pada P-eraturan Bupati
yang mengatur Keringanan, Pengurangan, dan/atau Sanksi Pajak dan Retribusi
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Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal,  22 Januari 2025

Pj. BUPATI MIMIRA,
ttd

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 22 Januari 2`025

Pj. SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN MIMIKA
ttd

PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 6.

NIP.19710523  2007011011



SALINAN
IAIPIEN
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR      6      TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN         FASILITASI
PENERB ITAN       PERS ETUJ UAN       BAN GU NAN
GEDUNG  BAGI  PENERIMA  BANTUAN  RUMAH
SWADAYA                   DAN                   MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH.

A.  BENTUK PERMOHONAN PENERBITAN PEG

Lanpiran
Perihal Permohonan Penerbitan PEG Bagi Penerima

Bantuan Pembangunan Perumahan Swadaya
dan MBR.

Kepada'
Yth. :- Bupati Mimika
Di'-
Timika

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan permohonan penerbitan PEG,  dengan
data sebagai berikut :
DATA PEMOHONNamaPemohonAlaffiatP€ffi©hoH

DATA TANAHNanaPemilikAlanatPemilikLuasTanahLokasiTanah

DATABANGU-NANLuasBangunan

Rumah Tempat Tinggal
FhngsiBangunanKetirlggianBangunan

Bersama ini kami lampirkan :
1.   fotocopy KTP/identitas diri pemohon yang sah;
2.   fotocopy     sertifikat     tanah/tanda     bukti     kepemilikan     (penguasaan)

tanah/kutipan letter C dari Pemerintah Kalurahan;
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3.   dokumen      Keterangan      Rencana      Kabupaten/Kesesuaian      Kegiatan
PefflanfaataH Ruang- dari lflstansi terkait;'

4.   data Fasilitator Bantuan Rumah swadaya;
5.   siteplan dan situasi;
6.   surat pernyataan yang meliputi :

a.  kerelaan  dari  pemilik  tanah  dengan  pemohon  PEG  bermeterai  yang
diketahui  Kepala  Kampung/Lurah  apabila  rumah  pemohon  dibangun
bukan di atas tanah sendiri;

b.  kesanggupan  untuk  dibongkar  apabila  tidak  sesual  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c.  baHguHan tidak berdiri di atas alas hah taHah per.tanian;-
d.  kesanggupan membuat resapan air hujan;dan
e.  Surat keterangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

7.   gambar arsitektur (tipikal) :
a.  denah;
b.  tanpak depan;
c.  tanpak belakang;
d.  tampak kanan;
e.  tampak kiri;
f.   pc}tongaH memanjang;-dan
9.  potongan melintang;

8.   gambar struktur (tipikal) yang meliputi :
a.  rencana (pondasi, sloof, kolom, balok dan atap); dan
b.  detail (pondasi, sZoo/, kolom, balok dan atap).

9.   Gambar Mekanikal Elektrikal Pzztmbj7ig (tipikal) yang meliputi :
a. rencana instalasi listrik;
b. rencana sanitasi air bersih;
c. rencana sanitasi air kotor; dan
d. reHc-aha detail sumur-resapan dan sejpfee €czzEfu

Timika,
Pemohon

Mengetahui :

Kepala Distrik  ...................

_     ____     ____-JEEH

Kepala Kelurahan/Kampung ............
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a.  BENTUK SURAT PERNYATAAN KERELAAN DARI PEMILIK TANAII

SURAT PERNYATAAN KERELAAN DARI PEMILIK TANAII
(apabila pemohon tidak menggunakan tanah milik sendiri)

Yang bertanda tangan di bawah ini :.

Nana
Umur ......... tahun
Pekeljaan
Alanat
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami selaku pemilik tanah dengan nomor
sertifikat Nomor .........., terletakdi Kalurahan/Kampung ........, seluas .......   M2, tidak
keberatan didirikan bangunan oleh :
Nana
Umur                       :   ........ tahun
Alamat
Tanah  tersebut  sampal  saat  ini  tidak  menjadi  sengketa  dengan  pihak manapun,
baik mengenai kepemilikannya maupun batas-batasnya.

Demikian  Surat  Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan  sebagaimana
mestinya.

Timika'.................

Pemohon'

Mengetahui,
Ketua RT

Pemilik Tanah,

Meteral`

Kepala Distrik Kepala Lurah/Kampung ...........
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C.  BENTUK    SURAT    PERNIATAAN    KESANGGUPAN    UNTUK    DIBONGKAR
APABILA TIDAK SESUAI DENGAN KE'I`ENTUAN P-ERATURAN  P--ERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK DIBONGKAR APABIIA TIDAK SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERIAKU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Umur                      :   .......   tahun
Pekeljaan
Alanat

Dengan ini menyatakan bahwa apabila bangunan yang dibangun/ direnovasi tidak
sesual dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka kami
sanggup dan rela untuk melaksanakan pembon9karan terhadap bangunan tersebut.

Demikian S.urat Pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari
pihak manapun.

Timika,
Yang membuat pemyataan,

Meteral
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D.  BENTUK  SURAT  PERNYATAAN  BANGUNAN  TIDAK  BERDIRI  DI  ATAS
TANAH FER`TANIAN

SURAT PERNYATAAN
BAHWA BANGUNAN TIDAK BERDIRI DI ATAs AIAs HAK TAr\IAII PERTANIAN

Yang bertarida tangan di bawah ini :

Nana
Umur
Pekeljaan
Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa status tanah yang kami pergunakan untuk pendirian
bangunan yang saat ini dimohonkan fasilitasi Penerima Bantuan Rumah Swadaya
adalah benar-benar tanah pekarangan atau bukan tanah pertanian.

Demikian Surat Pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari
pihak manapun.

Timika,
Yang membuat pemyataan ,

Meteral
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E.    BENTUK    SURAT    PERNYATAAN    SANGGUP    MEMBUAT    RESAPAN    AIR
HUJAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBUAT RESAPAN AIR HUJAN

Yang bertand'a tangan di bawah irli :

Nana
Umur                       :   .......   tahun
Pekeljaan
Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggiip melengkapi bangunan kami dengan
membuat saluran drainase dan peresapan air hujan yang dapat menampung luapan
curah hujan dalam bidang tanah untuk menjaga kelestarian sumber daya air tanah.

Demikian Surat Pemyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari
pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika,
Yang membuat pernyataan ,

Metercri
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F.    BENTUK    SURAT    PERNYATAAN    MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH (MBR)

SURAT PERNYATAAN MASYARAKAT BERPENGHASIIAN RENDAH (MBR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Umur                       :   ........ tahun
Pekeq.aan
Alamat

Dengan  ini menyatakan  bahwa kami adalah  Masyarakat Berpenghasilan  Rendah
(MBR).

Demikian   Surat   Pernyataan   ini   kami   buat   dengan   sesungguhnya,   untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika,
Yang membuat pen.yataan„

Meterai

Mengetahui,
Ketua RT

Kepala Distrik ................. Kepala Lurah/Kampung ...........

I).. BUPATI MIMIRA,
ttd

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN


